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PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JERMAN DARI ERA 

KANSELIR ANGELA MERKEL KE KANSELIR OLAF SCHOLZ 

 

 

 

Oleh  

 

ASTRITIA LATIFA 

 

Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina melalui aneksasi atas Krimea tahun 

2014, Kanselir Angela Merkel membentuk kebijakan pertahanan secara bertahap 

dengan terkoordinasi melalui Uni Eropa dan NATO dalam menekan Rusia kembali 

ke jalur hukum internasional memegang prinsip kerja sama damai. Namun, 

kebijakan pertahanan tersebut berubah saat invasi kedua berskala besar tahun 2022 

yang menyebabkan perang hingga saat ini. Kanselir berikutnya, Olaf Scholz 

memperkenalkan istilah Zeitenwende pada pidatonya di parlemen, mengumumkan 

pembentukan dana khusus pertahanan, mendukung Ukraina dengan memasok 

senjata, serta memenuhi komitmen NATO. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif untuk menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era 

Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz yang berfokus pada tahun 2014–

2024. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari sumber sekunder yang 

relevan, seperti dokumen resmi pemerintah Jerman, laman resmi pemerintah, dan 

laporan lembaga internasional. Data tersebut dianalisis melalui kondensasi, 

penyajian data, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan kebijakan pertahanan Jerman 

dipicu oleh guncangan eksternal, yaitu perang Rusia-Ukraina dengan arah 

(deterrence, kesiapan tempur, dan pertahanan kolektif), bentuk (dana khusus €100 

miliar, alokasi 2% PDB untuk pertahanan, dan bantuan militer ke Ukraina), serta 

implementasi (kenaikan anggaran, pengadaan dan modernisasi alutsista, 

pengiriman senjata ke Ukraina, serta penguatan pasukan di Eropa Timur) ditentukan 

oleh keputusan Olaf Scholz. Tingkat perubahan kebijakan pertahanan Jerman 

berada pada perubahan program dan tujuan dari penolakan bantuan militer menjadi 

negara pengirim senjata terbesar kepada Ukraina dengan kebijakan yang 

mendukung pertahanan Ukraina dan penguatan keamanan Eropa. 

 

Kata Kunci: Angela Merkel, Jerman, Kebijakan Pertahanan, Olaf Scholz, 

Zeitenwende   
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CHANGES IN GERMAN DEFENSE POLICY FROM CHANCELLOR 

ANGELA MERKEL TO CHANCELLOR OLAF SCHOLZ 

 

By  

 

ASTRITIA LATIFA 

 

When Russia invaded Ukraine through the annexation of Crimea in 2014, 

Chancellor Angela Merkel shaped Germany’s defense policy gradually through 

EU-NATO coordination, seeking to pressure Russia back to international law while 

maintaining peaceful cooperation. However, the policy changed after Russia’s 

second, full-scale invasion in 2022, which escalated the war. Chancellor Olaf 

Scholz introduced Zeitenwende in his parliamentary speech, announced a special 

defense fund, supported Ukraine by supplying weapons, and reaffirmed Germany’s 

NATO commitments. This research uses a qualitative method with a descriptive 

approach to explain changes in Germany’s defense policy from Chancellor Angela 

Merkel to Chancellor Olaf Scholz, focusing on the period 2014–2024. Data were 

collected through a literature study using secondary sources, including official 

German government documents, government websites, and reports from 

international institutions. The data were analyzed through condensation, data 

display, and data verification to draw conclusions. The findings show that 

Germany’s defense policy change was triggered by an external shocks, specifically 

the Russia-Ukraine war, in terms of direction (deterrence, warfighting capability, 

and collective defense), form (a special €100 billion fund, a 2% GDP allocation for 

defense, and the military aid to Ukraine), and implementation (budget increases, 

procurement and modernization of defense equipment, supply weapons to Ukraine, 

and the reinforcement of troops in Eastern Europe) determined by Olaf Scholz’s 

decisions. The change can be categorized at the program and goal levels, from 

refusing military aid to becoming one of the largest arms suppliers to Ukraine, while 

supporting Ukraine’s defense and European security. 

 

Keywords: Angela Merkel, Defense Policy, Germany, Olaf Scholz, Zeitenwende 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak kekalahan dalam Perang Dunia II, Jerman mengalami perubahan 

besar dari negara agresif menjadi negara yang menempatkan perdamaian dan 

kerja sama internasional sebagai dasar kebijakannya. Berdirinya Republik 

Federal Jerman (Jerman Barat) pada tahun 1949 menandai penolakan terhadap 

penggunaan kekuatan militer dengan memilih bergabung dalam kerja sama 

Eropa Barat yang didorong oleh pengalaman buruk masa perang serta 

kebutuhan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dunia (Tewes, 2002). 

Ketika reunifikasi Jerman terjadi pada tahun 1990, muncul kekhawatiran bahwa 

negara ini akan meninggalkan pendekatan damai dan kembali menggunakan 

kekuatan militer, tetapi Jerman tetap mempertahankan identitas politik luar 

negeri sebagai civilian power yakni pendekatan melaulai cara-cara sipil dalam 

mempromosikan perdamaian melalui kerja sama multilateral, penyelesaian 

konflik tanpa kekerasan, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi (Tewes, 2002). 

Dalam hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, Jerman telah turut 

berperan membantu Polandia, Ceko, dan Hungaria bergabung dengan NATO 

serta Uni Eropa yang menunjukkan bahwa peran civilian power termasuk 

strategi jangka panjang menciptakan keamanan dan kemakmuran regional 

(Tewes, 2002). 

Jerman berkomitmen pada Uni Eropa, NATO, serta Perserikatan 

Bangsa-Bangsa sebagai upaya meningkatkan respons bersama terhadap 

berbagai tantangan dan ancaman keamanan yang muncul. Melalui lembaga-

lembaga ini, Jerman menerapkan kebijakan luar negeri dan keamanan 

"networked" yang berfokus pada kerja sama kolektif dan pembagian beban 

internasional (Congressional Research Service, 2010). Pendekatan ini meliputi 

pencegahan dan penyelesaian konflik, stabilisasi kawasan pascakonflik, 
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penanggulangan terorisme internasional, hingga pencegahan proliferasi senjata 

pemusnah massal yang dijalankan dengan berlandaskan hukum internasional 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, politisi maupun 

publik Jerman secara konsisten menolak tindakan internasional yang tidak 

memperoleh mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang berpotensi 

melanggar standar hukum internasional serta hak asasi manusia (Congressional 

Research Service, 2010). 

Kontitusional Jerman (Grundgesetz) menempatkan hukum internasional 

di atas hukum nasional yang melarang secara tegas segala bentuk perang agresi. 

Pasal 25 menyebutkan bahwa aturan umum hukum internasional menjadi 

bagian integral dari hukum federal, sedangkan Pasal 26 melarang tindakan yang 

mengganggu perdamaian antarbangsa terutama persiapan perang agresi, dan 

menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dipidana (Federal Ministry of 

Justice and Consumer Protection, t.t.). Ketentuan ini bukan hanya sebagai 

pernyataan normatif, melainkan sebagai aturan yang memiliki daya ikat dalam 

praktik kebijakan negara. Daniel Lovric (2006) menjelaskan bahwa Undang-

Undang Dasar Jerman disusun dengan semangat Völkerrechtsfreundlichkeit 

atau “bersahabat dengan hukum internasional,” sehingga norma-norma 

internasional yang berhubungan dengan perdamaian menjadi bagian dari 

kerangka konstitusional dan dapat ditegakkan di tingkat domestik (Lovric, 

2006). Brian C. Rathbun juga menyatakan bahwa bundestag memiliki 

kewenangan memberikan persetujuan terhadap pengerahan pasukan, sementara 

Mahkamah Konstitusi Federal menegaskan keterlibatan militer Jerman di luar 

negeri hanya sah bila sesuai dengan larangan agresi dan prinsip perdamaian 

(Rathbun, 2006). Seperti pernyataan Lovric (2006), desain normatif 

Grundgesetz sebagai mekanisme pencegahan kelembagaan terhadap kebijakan 

luar negeri yang bersifat agresif. 

Pemimpin Jerman dihadapkan dengan realitas yang terus berubah dalam 

lingkungan keamanan Eropa dengan tuntutan penyesuaian lebih proaktif. 

Ketika Rusia melakukan Invasi ke Ukraina melalui aneksasi Krimea pada 2014, 

tindakan tersebut menjadi ancaman nyata terhadap keamanan Eropa dan norma-

norma internasional. Situasi ini membuat Jerman yang secara konstitusional 
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dibatasi dalam penggunaan kekuatan untuk menyeimbangkan kewajiban aliansi 

dengan pembatasan domestik. Di bawah kepemimpinan Kanselir Angela 

Merkel, Jerman menyatakan bahwa tindakan militer bukanlah pilihan utama 

dalam penyelesain konflik. Dalam pidatonya di Bundestag pada tanggal 13 

Maret 2014, Kanselir Angela Merkel menyampaikan bahwa pemerintah akan 

mengambil pendekatan tiga arah melalui, perundingan, bantuan, dan sanksi 

yang setiap langkah baru dalam krisis dilakukan dengan koordinasi yang erat 

bersama mitra Uni Eropa (Auswärtiges Amt, 2014).   

Terdapat tiga langkah utama yang saling melengkapi dalam merespon 

tindakan Invasi Rusia ke Ukraina disampaikan Angela Merkel (Auswärtiges 

Amt, 2014). Pertama, jalur diplomasi melalui pembentukan international 

observer mission untuk memverifikasi klaim di lapangan dan memberikan 

gambaran objektif mengenai situasi di Ukraina dengan mengusulkan contact 

group sebagai saluran komunikasi langsung antara Moskow dan Kyiv. Kedua, 

Jerman bersama Uni Eropa memberikan dukungan ekonomi kepada Ukraina 

melalui paket bantuan senilai 11 miliar euro yang melibatkan European 

Investment Bank (EIB) dan European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) dengan koordinasi bersama IMF. Bantuan ini bertujuan 

menstabilkan perekonomian, memfasilitasi pemilu yang bebas, mendorong 

reformasi institusional, dan memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi 

sumber pasokan. Ketiga, Merkel menyatakan kesiapan Jerman mendukung 

penerapan sanksi terhadap Rusia secara bertahap dan terkoordinasi dengan Uni 

Eropa serta mitra transatlantik guna menekan Rusia agar kembali ke jalur 

hukum internasional dan prinsip kerja sama damai. 

Selain itu, kanselir Angela Merkel memperkuat keamanan kolektif 

bersama negara anggota NATO melalui peningkatan anggaran pertahanan. Pada 

tahun 2014, NATO mengadakan konferensi tingkat tinggi pertama yang 

diselanggarakan di Wales membahas terkait Defense Investment Pledge (DIP) 

diatur lebih lanjut dalam pasal 14 menetapkan target 2% dari PDB untuk belanja 

pertahanan serta menetapkan tujuan tambahan bagi seluruh anggota agar 

menghabiskan lebih dari 20% anggaran pertahanan untuk peralatan utama, 

termasuk penelitian dan pengembangan sebagai investasi dalam kemampuan 
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pertahanan baru (NATO, 2014). Sejak saat itu, tingkat pengeluaran pertahanan 

Jerman turut meningkat dari 1,19% tahun 2014 menjadi 1,51% tahun 2020.  

 

 

Gambar 1.1. Data Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2024) dari 

NATO 

Sumber: diolah oleh peneliti 

Buku putih pertahanan Jerman tahun 2016 menyebutkan bahwa strategi 

pertahanan harus dibangun di atas pendekatan keamanan yang melibatkan 

seluruh elemen pemerintahan, masyarakat, hingga sektor swasta. Ancaman 

kontemporer tidak lagi dapat dibedakan antara dimensi internal dan eksternal, 

melainkan hadir dalam bentuk hibrida yang memanfaatkan kerentanan 

masyarakat terbuka (The Federal Goverment, 2016). Dalam kerangka ini, 

penguatan kapasitas bertindak bersama NATO serta Uni Eropa sebagai prioritas 

yang dilakukan melalui penyatuan bertahap angkatan bersenjata Eropa, 

penguatan pilar Eropa NATO, dan koordinasi antar kedua organisasi tersebut. 

Selain itu, menjamin keamanan jalur perdagangan, pasokan energi, ruang siber, 

serta antariksa yang dipandang sebagai penompang utama bagi 

keberlangsungan perekonomian nasional. Selanjutnya, pencegahan dan resolusi 

krisis menjadi fokus utama dengan menekankan pentingnya deteksi dini, tata 

kelola yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta 

pemberdayaan aktor lokal untuk memastikan stabilisasi jangka panjang (The 

Federal Goverment, 2016). 

Angkatan bersenjata Jerman (Bundeswehr) lebih difokuskan pada 

operasi manajemen krisis internasional karena berkurangnya ancaman langsung 
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setelah perang dingin mendorong pemangkasan anggaran pertahanan dan 

kekuatan militer (The Federal Goverment, 2016). Namun, orientasi ini 

menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah pasukan, ketersediaan 

peralatan, dan tuntutan tugas yang dihadapi. Seiring meningkatnya konflik di 

berbagai kawasan, Jerman dituntut untuk memainkan peran yang lebih besar, 

baik melalui NATO, Uni Eropa, maupun kerangka multilateral lainnya. Oleh 

karena itu, perlunya reorientasi strategi dengan menempatkan kembali 

pertahanan nasional dan kolektif sebagai prioritas utama yang disertai 

transformasi Bundeswehr agar lebih fleksibel, multifungsi, dan adaptif dalam 

menghadapi berbagai jenis ancaman. Berdasarkan data dari International 

Institute for Strategic Studies (IISS), anggaran pertahanan Jerman fluktuatif 

tahun 2014 sebesar $43,1 miliar mengalami penurunan tahun 2015 menjadi 

$36,6 miliar, dan konsisten meningkat dari tahun 2016 hingga 2021 mencapai 

$55,5 miliar (IISS, 2025b). 

 

Gambar 1.2. Data Defence Budget dalam miliar USD dari IISS 2014–2021 

Sumber: diolah oleh peneliti 

Adanya peningkatan anggaran termasuk upaya Jerman memperkuat 

kapasitas pertahanan nasional dalam memenuhi kewajiban kolektif. Pendekatan 

keamanan juga diusung tidak hanya berbasis militer, tetapi juga melibatkan 

instrumen diplomasi, pembangunan, serta koordinasi lintas kementerian dalam 

mewujudkan keamanan kawasan. Keberhasilan transformasi tentunya 
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bergantung pada pendanaan yang stabil, ketersediaan personel yang memadai, 

serta modernisasi peralatan pertahanan. Komitmen Jerman terhadap integrasi 

pertahanan Eropa melalui partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif 

multinasional. Pada level armed forces integration, Jerman terlibat dalam 

pembentukan unit gabungan seperti French-German Brigade, NATO Standing 

Maritime Task Forces, serta pertukaran pasukan permanen dengan Belanda dan 

Polandia (The Federal Goverment, 2016). Selanjutnya, level armed forces 

interconnection, Jerman mendukung struktur komando multinasional seperti 

European Corps, German–Netherlands Corps di Münster, Multinational Corps 

Northeast di Szczecin, serta Multinational Joint Headquarters di Ulm (The 

Federal Goverment, 2016). Selain itu, Jerman berkontribusi sebagai negara 

pemimpin dalam NATO Response Force termasuk Very High Readiness Joint 

Task Force (VJTF) yang disetujui pada 2014 dan kini beroperasi penuh, serta 

berpartisipasi dalam EU Battlegroups sebagai pasukan reaksi cepat Uni Eropa. 

Dukungan terhadap kapabilitas kolektif juga diwujudkan melalui kontribusi 

personel pada Airborne Warning and Control System (AWACS), Alliance 

Ground Surveillance (AGS) yang mulai beroperasi pada 2017, serta European 

Air Transport Command (EATC) dan kekuatan pengawasan maritim.  

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kanselir Angela Merkel 

terkait kondisi angkatan bersenjata Jerman selalu dianggap mengalami krisis 

kesiapan, kekurangan peralatan modern, dan keterlambatan dalam proses 

pengadaan senjata (Giegerich & Terhalle, 2021). Kepemimpinan Kanselir 

Angela Merkel berakhir pada tahun 2021 setelah menjabat selama 16 tahun dan 

digantikan oleh Olaf Scholz. Dalam rentang waktu dua bulan Olaf Scholz 

menjabat sebagai Kanselir Jerman terjadi invasi Rusia ke Ukraina berskala 

besar yang berlangsung hingga saat ini. Tiga hari kemudian, tepatnya tanggal 

27 Februari 2022 Olaf Scholz berpidato di Bundestag menggunakan istilah 

Zeitenwende memiliki arti titik balik yang menandai penilaian ulang terhadap 

peran Jerman dalam menjaga keamanan kawasan. Ia menyatakan bahwa perang 

Rusia-Ukraina telah menghancurkan tatanan keamanan Eropa yang telah 

berlaku hampir setengah abad sejak perjanjian final Helsinki dan Jerman harus 

meresponsnya dengan kebijakan yang lebih tegas dan realistis (Scholz, 2022a). 
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Berdasarkan sejarah, Jerman terkenal dengan pendekatan yang penuh 

pertimbangan dalam keterlibatan militer dan ketergantungan pada solusi 

diplomatik. Namun, invasi Rusia ke Ukraina yang telah berkembang menjadi 

perang membuat Jerman menghadapi tekanan yang semakin besar untuk 

merespons terhadap ancaman keamanan di Eropa. Pidato Kanselir Scholz 

menjelaskan inisiatif strategis dalam meningkatkan kemampuan pertahanan 

nasional, mengurangi ketergantungan energi pada Rusia, dan memperkuat 

aliansi di dalam NATO dan Uni Eropa. Kanselir Olaf Scholz menyatakan bahwa 

Jerman akan mendukung Ukraina dengan memasok senjata termasuk sebuah 

keputusan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dalam politik luar negeri. 

Jerman menduduki posisi kedua setalah Amerika Serikat sebagai pemberi 

bantuan militer tertinggi dalam miliar euro. Hampir €15 miliar telah disalurkan 

hingga akhir 2023, termasuk €1,6 miliar pada 2022, €5 miliar pada 2023, €2,9 

miliar untuk pengadaan alat militer antara 2025–2028, serta €5,2 miliar berupa 

perlengkapan dari stok militer Jerman (Die Bundesregierung, 2025). Dalam 

pelatihan lebih dari 10.000 tentara Ukraina, Jerman mengalokasikan dana 

sebesar €282 juta. Untuk bantuan yang diberikan mencakup berbagai peralatan 

militer hingga dukungan logistik, seperti sistem pertahanan udara (IRIS-T dan 

Patriot), senjata anti-tank, tank Leopard 1 dan 2, kendaraan tempur Marder, 

peluncur roket MARS, howitzer, drone pengintai, kendaraan pembersih ranjau, 

peralatan medis, pakaian musim dingin, dan lebih dari 47 juta butir amunisi. 

Selain itu, pemerintah akan membentuk dana pertahanan khusus sebesar 

€100 miliar yang dialokasikan untuk modernisasi militer, pengadaan 

persenjataan baru, dan peningkatan kapasitas operasional Bundeswehr (Scholz, 

2022a). Menurut data dari IISS, anggaran pertahanan Jerman melonjak 

signifikan menjadi $86 miliar (EUR 78,9 miliar) setara 1,83% dari PDB tahun 

2024 yang menempatkan Jerman sebagai negara dengan anggaran terbesar 

keempat di dunia, naik dari posisi ketujuh pada tahun sebelumnya dan tertinggi 

di kawasan Eropa untuk pertama kalinya sejak reunifikasi pada 1990 (IISS, 

2025a). Selaras dengan data tersebut, SIPRI melaporkan pengeluaran militer 

Jerman tahun 2024 meningkat selama tiga tahun berturut-turut, yakni mencapai 

$88,5 miliar atau 1,9 persen dari PDB, sehingga menduduki peringkat keempat 
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pengeluaran militer terbesar dunia (SIPRI, 2025a). Pengeluaran militer Jerman 

naik sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2023 dan meningkat 89 persen 

dibandingkan tahun 2015, seiring dengan terus dilaksanakannya dana tambahan 

di luar anggaran sebesar €100 miliar ($105 miliar pada tahun 2022) yang 

dibentuk pada tahun 2022 untuk memperkuat anggaran militer (SIPRI, 2025a). 

Peningkatan anggaran sebagai kebijakan pengadaan besar didanai 

melalui Dana Khusus Bundeswehr menunjukkan komitmen Jerman dalam 

memperkuat postur pertahanan. Pengadaan persenjataan baru meliputi pesawat 

tempur F-35A yang akan terlibat pada mekanisme nuclear sharing NATO 

dengan diiringi pengembangan drone Heron (Scholz, 2022a). Selain 

memperkuat kerja sama persenjataan dengan negara-negara Eropa, seperti 

proyek jet tempur dan tank generasi baru bersama Prancis, investasi juga 

dialokasikan ke berbagai dimensi kekuatan militer (Bundesministerium der 

Verteidigung, 2022a). Pada sektor darat, modernisasi mencakup kendaraan 

tempur Puma dan pengembangan tank tempur Main Ground Combat System 

(MGCS). Selanjutnya, dimensi laut diperkuat melalui fregat tipe 126, korvet 

tipe 130, kapal selam tipe 212, serta sistem persenjataan bawah laut lainnya. 

Sektor udara, Jerman mengakuisisi F-35A, helikopter CH-47F Chinook, dan 

Eurofighter ECR (Electronic Combat Role) untuk misi pengintaian. Dalam 

mendukung kemampuan bekerja bersama dengan sekutu NATO, bidang 

digitalisasi, dan sistem komando ditingkatkan mulai dari pengadaan perangkat 

komunikasi terenkripsi, jaringan data militer, hingga infrastruktur komunikasi 

satelit. 
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Gambar 1.3. Data Defence Budget dalam miliar USD dari IISS 2021–2024 

Sumber: diolah oleh peneliti 

Dalam pidatonya, Kanselir Olaf Scholz menegaskan komitmen Jerman 

memenuhi target NATO dengan mengalokasikan lebih dari 2% PDB untuk 

belanja pertahanan setiap tahun. Pada 2024, alokasi belanja pertahanan Jerman 

mencapai 2,12%, menunjukkan kontribusi serius terhadap keamanan kolektif  

(NATO, 2024). Sebagai bagian dari reformasi pertahanan udara, Jerman 

memimpin European Sky Shield Initiative (ESSI) yang diluncurkan pada 13 

Oktober 2022 di Brussel lokasi markas besar NATO bersama lebih dari 20 

negara Eropa (Bundesministerium der Verteidigung, 2022b). ESSI bertujuan 

membangun sistem pertahanan udara berlapis (jarak pendek, menengah, dan 

jauh) untuk menghadapi ancaman seperti rudal balistik, drone, hingga senjata 

hipersonik, melalui pengadaan bersama dan interoperabilitas. Sistem IRIS-T, 

Patriot, dan Arrow 3 yang berada di setiap lapisan akan diintegrasikan ke dalam 

struktur pertahanan udara NATO. Jerman juga mengerahkan tambahan pasukan 

ke dalam kelompok tempur multinasional yang dipimpinnya di Lituania sebagai 

langkah awal untuk meningkatkan kehadirannya dari tingkat batalion menjadi 

brigade pada bulan April 2024. Peningkatan jumlah pasukan terus berlangsung 

dengan sepenuhnya beroperasi mencapai 5.000 personel di tahun 2027 (NATO, 

2025). 
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Gambar 1.4. Data Defence Expenditure of NATO Countries (2014 – 2024) dari 

NATO 

Sumber: diolah oleh peneliti 

Perubahan kebijakan keamanan yang disampaikan Kanselir Olaf Scholz 

berlanjut pada penerbitan National Security Strategy (NSS) pertama Jerman 

pada 14 Juni 2023 yang menjadi tonggak penting dalam mengarahkan ulang 

kebijakan keamanan negara tersebut. Melalui konsep integrated security, 

dokumen ini menegaskan bahwa keamanan nasional Jerman tidak dapat 

dipisahkan dari stabilitas kawasan Eropa, sehingga penguatan NATO dan kerja 

sama pertahanan Uni Eropa ditempatkan sebagai fondasi utama. NSS secara 

eksplisit menyebut Rusia sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dan 

tatanan keamanan di Eropa, sementara Tiongkok dipandang secara tidak 

sepenuhnya jelas sebagai mitra ekonomi, pesaing dan lawan dalam sistem 

politik yang membutuhkan strategi pragmatis (The Federal Goverment, 2023). 

Jerman berupaya menunjukkan pergeseran dari tradisi kehati-hatian militer 

menuju peran yang lebih aktif sebagai aktor strategis yang memikul tanggung 

jawab lebih besar dalam menjaga keamanan Eropa dan tatanan internasional. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina melalui aneksasi atas Krimea 

tahun 2014, Kanselir Angela Merkel merespon tersebut dengan membentuk 

kebijakan pertahanan yang mengedepankan diplomasi, kerja sama multilateral, 

dan memberikan sanksi. Kebijakan ini dijalankan secara bertahap dengan 

terkoordinasi melalui Uni Eropa, NATO, serta mitra transatlantik lainnya dalam 
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menekan Rusia agar kembali ke jalur hukum internasional memegang prinsip 

kerja sama damai. Namun, situasi berubah ketika terjadi Invasi kedua berskala 

besar yang menyebabkan perang hingga saat ini. Kanselir Olaf Scholz 

memperkenalkan istilah Zeitenwende pada pidato tahun 2022 yang menandai 

pergeseran dalam orientasi kebijakan keamanan Jerman yang ditunjukkan 

melalui pembentukan dana pertahanan khusus €100 miliar, mendukung Ukraina 

dengan memasok senjata, serta komitmen memenuhi target NATO 2%. 

Kehadiran National Security Strategy tahun 2023 juga menunjukkan sikap tegas 

pemerintah dalam memberikan arah yang lebih jelas bagi kebijakan pertahanan 

Jerman dengan tanggung jawab lebih besar untuk menjamin keamanan kolektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian 

mengenai “Bagaimana perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era 

Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :  

1. Mendeskripsikan kebijakan pertahanan era Kanselir Angela Merkel dan 

Kanselir Olaf Scholz 

2. Menganalisis perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir 

Angela Merkel ke era Olaf Scholz 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian 

hubungan internasional terutama dalam memahami perkembangan kebijakan 

pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz 

dan hendaknya mampu memberikan pemahaman mengenai perubahan 

kebijakan keamanan negara besar di Eropa yang relevan untuk menambah 

literatur serta studi keamanan kontemporer. 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan dua puluh penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik perubahan kebijakan keamanan Jerman dari era Kanselir Angela 

Merkel ke era Kanselir Olaf Scholz. Proses pengumpulan penelitian terdahulu 

dilakukan melalui pencarian jurnal ilmiah menggunakan laman SciSpace 

dengan kata kunci The Shift in German Security Policy, Changes in German 

Defense Policy, German Defense Policy, dan Changes in State Security Policy. 

Setiap kata kunci menghasilkan sekitar 100 artikel yang kemudian diseleksi 

secara bertahap. Tahap pertama dilakukan dengan membaca judul dan abstrak 

untuk menilai kesesuaian topik dengan fokus penelitian. Selanjutnya, artikel 

yang diseleksi kembali dengan mempertimbangkan periode waktu penelitian, 

fokus pembahasan pada kebijakan keamanan Jerman, serta keterkaitan dengan 

konteks perang Rusia-Ukraina. Dari proses tersebut, diperoleh dua puluh artikel 

yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Untuk memastikan kelengkapan 

dan keakuratan sumber, peneliti mengakses teks lengkap artikel melalui 

beberapa basis data jurnal, yaitu JSTOR, Springer Nature, Taylor & Francis, 

Cogitatio Press, dan Dergipark Academic. Penelitian-penelitian yang terpilih 

digunakan untuk memahami faktor penyebab, proses perubahan, serta arah 

kebijakan pertahanan Jerman, serta dilengkapi dengan beberapa penelitian dari 

negara lain sebagai bahan pembanding dalam melihat pola perubahan kebijakan 

keamanan. 

Penelitian Esra Ağralı (2024) dan Huiyi Tian (2023) terkait perubahan 

kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan dan pertahanan Jerman 

dijelaskan sebagai hasil dari adanya faktor internal dan eksternal. Menggunakan 

kerangka Neoclassical Realism (Rose, 1998) dan model perubahan kebijakan 
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luar negeri Jakob Gustavsson, keduanya menilai bahwa tekanan dari lingkungan 

internasional, terutama akibat perang Rusia-Ukraina yang selaras dengan 

kondisi domestik mulai dari opini publik, budaya politik yang cenderung 

antimiliter, serta gaya kepemimpinan Olaf Scholz yang berhati-hati. Perubahan 

arah kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi transatlantik menuju 

peran yang lebih aktif di kawasan Eropa melalui Common Security and Defence 

Policy (CSDP) sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan keamanan baru 

tanpa meninggalkan komitmen terhadap multilateralisme (Ağrali, 2024; Tian, 

2023) 

Pandangan yang sejalan juga dijelaskan oleh Patrick A. Mello (2022) 

dan Tobias Bunde (2023). Keduanya menilai bahwa kebijakan Zeitenwende 

menjadi titik penting dalam arah baru keamanan Jerman pasca invasi Rusia ke 

Ukraina. Mello (2022) menekankan bahwa Zeitenwende mencerminkan 

perubahan orientasi internasional berdasarkan analisis menggunakan FPA 

Herman dengan peningkatan belanja pertahanan dan keterlibatan aktif dalam 

NATO, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan birokratis dan 

resistensi politik (Mello, 2024). Selanjutnya, Bunde (2025) melihat 

Zeitenwende sebagai respons terhadap krisis identitas Jerman yang menjelaskan 

nilai-nilai civilian power sebelumnya dominan, kini harus disesuaikan dengan 

situasi keamanan Eropa yang lebih tegang (Bunde, 2025). 

Penelitian Bernhard Blumenau (2023) dan Kristina Spohr (2024) 

memberikan hubungan historis antara era Merkel dan Scholz. Blumenau (2023) 

menegaskan bahwa Zeitenwende memang membawa arah baru dalam hubungan 

luar negeri Jerman, tetapi prinsip lama mengenai keterikatan pada Barat dan 

kerja sama internasional tetap dipertahankan (Blumenau, 2022). Berbeda 

dengan itu, Spohr (2024) menyatakan adanya perubahan dari kebijakan luar 

negeri yang cenderung tenang pada masa Merkel menuju kebijakan yang lebih 

berani di era Scholz menunjukkan Jerman mulai aktif terlibat dalam urusan 

keamanan Eropa melalui peningkatan anggaran pertahanan dan pengiriman 

bantuan militer ke Ukraina (Spohr, 2023). 

Dalam konteks militer, Hazal Can dan Murat Önsoy (2022) serta Zdeněk 

Kříž (2018) menyoroti transformasi peran bundeswehr pada kebijakan 
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keamanan. Can dan Önsoy (2022) menunjukkan bahwa pasukan Jerman saat ini 

tidak hanya berfungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi lebih siap 

berpartisipasi dalam operasi militer internasional serta kerja sama pertahanan 

NATO sejak Invasi Rusia ke Ukraina (Can & Önsoy, 2023). Kříž (2018) turut 

memberikan penjelasan terkait reformasi pertahanan Jerman berjalan lambat 

karena pengaruh budaya strategis yang menekankan pembatasan militer 

(restrained civilian power) walaupun ancaman Rusia telah mempercepat upaya 

modernisasi pertahanan(Kříž, 2018). 

Dari sisi identitas dan narasi keamanan, Georg Löfflmann dan Malte 

Riemann (2025) serta Dirk Nabers dan Frank Stengel (2024) memandang 

Zeitenwende sebagai proses penataan ulang identitas keamanan Jerman. 

Löfflmann dan Riemann (2025) menjelaskan bahwa invasi Rusia menyebabkan 

guncangan terhadap identitas nasional, sehingga pemerintah Jerman berupaya 

membangun rasa aman baru melalui kebijakan pertahanan yang lebih tegas 

(Löfflmann & Riemann, 2025). Sementara itu, Nabers dan Stengel (2024) 

menambahkan bahwa Zeitenwende termasuk hasil dari konstruksi krisis dalam 

wacana politik yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan keamanan baru 

yang bukan terjadi dari adanya guncangan eksternal (Nabers & Stengel, 2025). 

Penelitian Adrian G.V. Hyde-Price (2022) serta Lisbeth Aggestam dan 

Hyde-Price (2015) turut menyoroti dilema kepemimpinan Jerman di Eropa. 

Hyde-Price (2022) menggambarkan kebangkitan Jerman sebagai “sleep-

walking giant” yang mulai aktif dalam keamanan internasional meskipun masih 

dibatasi oleh warisan budaya antimiliter (Hyde-Price, 2015). Selanjutnya, 

Lisbeth Aggestam dan Hyde-Price (2023) menyatakan kepemimpinan Jerman 

bersifat kolektif dan prosesual dengan bergantung pada ekspektasi negara-

negara mitra, sehingga perubahan kebijakan keamanan juga dipengaruhi oleh 

interaksi antara tuntutan eksternal dan dinamika domestik (Aggestam & Hyde-

Price, 2020). 

Penelitian Robin Marc Allers (2016) dan Jonas J. Driedger (2022) 

menyoroti aspek kontinuitas dan reaktivitas dalam kebijakan keamanan Jerman. 

Allers (2016) menjelaskan bahwa Jerman memiliki pendekatan khas dalam 

manajemen krisis melalui kombinasi instrumen sipil dan militer dengan 
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kecenderungan kuat terhadap pendekatan diplomatik (Allers, 2016). Kemudian, 

Driedger (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pada awalnya melanjutkan pola 

lama era Angela Merkel hingga terjadi invasi Rusia pada 2022 mendorong 

perubahan cepat, termasuk pembentukan dana pertahanan €100 miliar dan 

penghentian proyek Nord Stream 2 (Driedger, 2022). Selain itu, penelitian 

Mario Marinov (2022) menekankan dimensi institusional kebijakan keamanan 

Jerman. Menurutnya, reformasi pertahanan tetap berakar pada kerangka kerja 

NATO dan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kondisi baru di Eropa. 

Walaupun masih ada resistensi publik terhadap peningkatan militerisasi, 

dinamika global membuat langkah tersebut semakin tidak terhindarkan 

(Marinov, 2022). 

Beberapa penelitian digunakan sebagai perbandingan dengan negara 

lain. Dovilė Jakniūnaitė (2016) dan Ieva Karpavičiūtė (2017) meneliti kebijakan 

keamanan negara-negara Baltik yang menghadapi ancaman Rusia dan 

menemukan bahwa persepsi ancaman menjadi faktor utama dalam 

pembentukan kebijakan pertahanan yang mirip dengan Jerman pasca-2022 

(Jakniunaite, 2016; Karpavičiūtė, 2017). Matthew Frear dan Honorata Mazepus 

(2018) menunjukkan bahwa Rusia menggunakan wacana keamanan untuk 

memperkuat legitimasi politiknya, sedangkan Mohammad Jamshidi dan Farnaz 

Noori (2020) menemukan bahwa strategi keamanan Amerika Serikat berubah 

mengikuti pendekatan pemerintahan yang berkuasa dengan tetap menjaga 

orientasi hegemonic (Frear & Mazepus, 2021; Jamshidi & Noori, 2017). 

Kemudian, Ivan V. Yakoviyk dkk. (2021) meneliti kebijakan keamanan Ukraina 

yang berfokus pada penguatan sistem pertahanan nasional dan respons terhadap 

ancaman Rusia (Yakoviyk dkk., 2020). 

Dari dua puluh penelitian terdahulu tersebut, peneliti analisis 

menggunakan alat bantu VOSviewer berdasarkan teks yang berada pada judul 

dan abstrak untuk melihat hubungan antar topik, tren tahun publikasi, dan 

kepadatan riset. Analisis pertama penulis pada peta hubungan antar topik yang 

menunjukkan bahwa tema Germany termasuk topik paling dominan dalam 

literatur yang diteliti, yang ditandai dengan ukuran lingkaran yang relatif besar 

dan posisinya yang berada di pusat jaringan. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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topik tersebut paling sering muncul dan memiliki keterkaitan dengan berbagai 

tema lainnya. 

      

 

Gambar 2.1. Visualisasi Jaringan antar Topik yang dianalisis Menggunakan 

VOSviewer 

Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan VOSviewer 

 

Berdasarkan visualisasi terdapat tiga klaster utama yang ditunjukkan 

oleh perbedaan warna node. Klaster merah berfokus pada isu kebijakan 

keamanan dan pertahanan Jerman yang berkaitan antara kata Germany, security 

policy, defence policy, policy, ally, Bundeswehr, crisis, dan commitment. 

Hubungan antar topik dalam klaster ini membahas transformasi kebijakan 

keamanan dan pertahanan Jerman serta komitmennya terhadap sekutu di tengah 

berbagai krisis internasional. Klaster hijau berpusat pada tema perubahan 

keamanan dan kebijakan luar negeri, yang mencakup kata security, change, 

foreign policy, leadership, country, threat, continuity, dan identity. Kedekatan 

antar node menunjukkan isu perubahan orientasi keamanan Jerman dikaitkan 

dengan identitas nasional, kepemimpinan, serta tantangan dari adanya ancaman 

internasional. Klaster biru berfokus pada konsep Zeitenwende dan implikasinya 

terhadap kebijakan luar negeri Jerman setelah invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini 
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terlihat dari hubungan erat antara kata kunci Zeitenwende, German foreign 

policy, Russia, Ukraine, Russian invasion, invasion, Europe, dan Chancellor 

Olaf Scholz. Kedekatan dan ketebalan garis penghubung di antara node tersebut 

menunjukkan konsep Zeitenwende menjadi tema sentral yang banyak dibahas 

dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan luar negeri Jerman pasca invasi 

Rusia ke Ukraina. 

     

Gambar 2.2. Visualisasi Topik Penelitian Berdasarkan Tahun Publikasi yang 

dianalisis Menggunakan VOSviewer 

Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan VOSviewer 

 

Pada overlay visualization menunjukkan perkembangan tren penelitian 

mengenai kebijakan keamanan dan luar negeri Jerman selama periode 2020–

2024. Berdasarkan gradasi warna, topik yang berwarna biru tua hingga ungu 

merepresentasikan tema yang lebih banyak diteliti pada periode awal, sekitar 

tahun 2020–2021. Topik dalam kelompok ini meliputi kata commitment, 

leadership, ally, security policy, dan threat yang menunjukkan fase awal 

berfokus pada isu-isu tradisional terkait keamanan, komitmen internasional, dan 

kepemimpinan. Selanjutnya, topik berwarna hijau sebagai tren penelitian pada 

periode pertengahan tahun 2022–2023, seperti Germany, security, foreign 

policy, change, identity, Europe, dan Russia. Perhatian peneliti meningkat 
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terhadap perubahan kebijakan luar negeri dan keamanan Jerman dalam konteks 

dinamika geopolitik Eropa. Sementara itu, topik yang berwarna kuning atau 

cerah menunjukkan tema terbaru yang dominan diteliti pada tahun 2023–2024, 

terkait Zeitenwende, Ukraine, Russian invasion, invasion, Chancellor Olaf 

Scholz, dan defence policy. Dominasi warna kuning pada kata tersebut 

mengindikasikan bahwa invasi Rusia ke Ukraina dengan deklarasi Zeitenwende 

oleh Kanselir Olaf Scholz menjadi isu baru dan populer dalam literatur. 

 

       

Gambar 2.3. Visualisasi Kepadatan Topik Penelitian yang dianalisis 

Menggunakan VOSviewer 

Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan VOSviewer 

Analisis density visualization menunjukkan tingkat kepadatan dengan 

fokus penelitian pada tema kebijakan keamanan serta kebijakan luar negeri 

Jerman. Pada peta ini, kata Germany dan security berada pada area dengan 

warna paling terang, sehingga dapat diidentifikasi sebagai pusat perhatian 

utama dan topik yang dominan diteliti. Selain itu, terdapat kata change, 

Ukraine, invasion, identity, policy, dan security policy juga berada pada area 

dengan warna kuning hingga hijau terang, termasuk tema-tema yang memiliki 

tingkat perhatian cukup tinggi dan dominan dikaji bersama dalam penelitian. 

Sementara itu, kata Bundeswehr, threat, German foreign policy, commitment, 
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leadership, dan strategic culture berada pada area hijau hingga biru yang 

menandakan intensitas penelitian relatif lebih rendah. Selanjutnya, area 

berwarna biru pudar yang mengelilingi beberapa topik tersebut menunjukkan 

ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yang terkait hubungan antara 

budaya strategis, kepemimpinan, komitmen internasional, dan transformasi 

kebijakan keamanan Jerman pasca diperkenalkan istilah Zeitenwende. 

Visualisasi ini menampilkan fokus utama penelitian saat ini terpusat pada isu 

keamanan Jerman dan dampak perang Rusia–Ukraina. 

Berdasarkan dua puluh penelitian terdahulu dengan analisis 

menggunakan alat bantu VOSviewer dapat diketahui bahwa perubahan 

kebijakan keamanan Jerman setelah invasi Rusia ke Ukraina dipengaruhi oleh 

tekanan dari lingkungan internasional serta kondisi dalam negeri Jerman. 

Sebagian besar penelitian menjelaskan bahwa perang Rusia-Ukraina 

mendorong Jerman untuk meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat 

peran militer, serta lebih aktif dalam kerja sama keamanan dengan NATO dan 

negara-negara Eropa. Selain itu, terdapat faktor domestik seperti budaya politik 

yang cenderung antimiliter, pandangan masyarakat, serta gaya kepemimpinan 

Kanselir Olaf Scholz juga berpengaruh terhadap arah kebijakan keamanan 

tersebut. Konsep Zeitenwende sering digunakan dalam penelitian sebelumnya 

untuk menggambarkan perubahan kebijakan keamanan Jerman, terutama pada 

masa kepemimpinan Olaf Scholz. Namun, sebagian besar penelitian lebih 

banyak membahas perubahan kebijakan keamanan dan pertahanan di era 

Scholz, sementara pada masa Kanselir Angela Merkel masih sedikit diteliti 

untuk dibandingkan secara langsung. Peneliti menemukan kebaruan atau celah 

penelitian dari kumpulan data sebelumnya dengan memfokuskan penelitian 

dalam mendeskripsikan kebijakan pertahanan Jerman pada era Kanselir Angela 

Merkel dan Kanselir Olaf Scholz untuk menjelaskan perubahan arah kebijakan 

pertahanan Jerman dari pendekatan diplomasi dan kerja sama multilateral 

menuju kebijakan yang lebih aktif sebagai bentuk penguatan pertahanan setelah 

invasi Rusia ke Ukraina. 
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2.2 Kerangka Analisis 

2.2.1 Konsep Kebijakan Pertahanan 

Sejak awal tahun 1970-an, beberapa pendekatan yang berbeda dalam 

studi kebijakan pertahanan komparatif telah berkembang. Salah satu 

pendekatan adalah melakukan analisis komparatif dan kontras terhadap proses 

pengambilan keputusan dan pendekatan kebijakan pertahanan berbagai negara 

terhadap isu-isu pertahanan standar, seperti doktrin militer, postur kekuatan, 

proses pengambilan keputusan, akuisisi senjata, dan sejenisnya. Pendekatan 

lain berfokus pada anggaran pertahanan dengan asumsi bahwa kebijakan 

berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas, sehingga politik 

pertahanan tidak dapat dipisahkan dari persoalan distribusi dan prioritas 

belanja negara. Dalam istilah umum di Amerika Serikat, politik pertahanan dan 

pembentukan kebijakan mengacu pada proses-proses kebijakan internal yang 

sempit (domestik, intra-negara) yang mengatur fungsi-fungsi Departemen 

Pertahanan. Pertahanan sebagai ranah kebijakan ditandai oleh jenis politik 

tertentu yang secara khusus berfokus pada politik domestik terkait dengan 

penentuan struktur kekuatan militer (desain kekuatan, konsep organisasi, dan 

operasional), penelitian dan pengembangan (pengadaan sistem persenjataan), 

pengerahan personel, perlengkapan, serta pelatihan (Wilson & Forest, 2008). 

Selain itu, Frans Jones sebagai kontributor dalam penulisan buku “Handbook 

of defence politics: international and comparative perspectives” menyatakan 

bahwa kata “pertahanan” memiliki ruang lingkup yang terbatas pada aktivitas 

dan sumber daya yang ditujukan untuk menangkal pasukan penyerang, 

sehingga disebut juga pendekatan reaktif dalam upaya menolak serangan dari 

pihak luar (Wilson & Forest, 2008). Dengan demikian, istilah pertahanan 

terbatas pada aspek domestik mengenai pembentukan dan pengelolaan 

kekuatan militer, sementara penggunaan kekuatan militer dalam operasi 

eksternal atau strategi yang lebih luas termasuk dalam ranah kebijakan 

keamanan (security policy). Pertahanan tidak termasuk keseluruhan kebijakan 

keamanan, tetapi bagian spesifik yang berfokus pada pembangunan dan 

pengelolaan instrumen militer negara. 
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Pembuatan kebijakan pertahanan termasuk interaksi yang terus berubah 

antara proses politik dan perumusan kebijakan di seluruh dimensi kehidupan 

politik, ekonomi, dan sosial. Untuk memahami keseluruhan dinamika 

digunakan kerangka analisis yang luas dengan tetap terorganisasi melalui tiga 

dimensi utama, yaitu domestik, regional, dan internasional serta interaksi yang 

muncul di antara ketiganya. Hasil kebijakan dari pertukaran ini tidak hanya 

menjadi produk dari satu interaksi tertentu, melainkan juga menjadi pemicu 

bagi rangkaian interaksi dan siklus selanjutnya. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggambarkan realitas politik pertahanan yang berlangsung di dunia nyata 

dan sering terabaikan oleh pendekatan tradisional, berfokus pada satu dimensi 

politik. Urusan pertahanan bagian dari proses multi-siklus berupa permainan 

kekuasaan, pengaruh, dan persaingan gagasan di panggung global yang terus 

berubah dengan negara dan aktor non-negara berinteraksi di tingkat domestik, 

regional, dan internasional (Wilson & Forest, 2008). Menentukan suatu 

perubahan dari kebijakan pertahanan berasal dari ranah domestik atau 

internasional dianggap kurang penting, hal utama adalah memahami dinamika 

nyata dari pertukaran politik–kebijakan serta dampak yang muncul dari 

interaksi tersebut dengan memperhatikan baik hasil akhir dan proses selama 

menciptakan kebijakan. 

 

2.2.2 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri suatu pemerintahan selalu mengalami perubahan 

berupa penyesuaian kecil ataupun perubahan nuansa. Herman (1990) 

menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan program berorientasi 

pada tujuan pemecahan masalah yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan 

dengan ditujukan kepada entitas diluar yurisdiksi politik negara tersebut. 

Dengan kata lain, kebijakan luar negeri termasuk suatu rencana tindakan untuk 

menangani masalah atau mencapai tujuan tertentu yang melibatkan tindakan 

terhadap aktor eksternal. Program ini pada umumnya menetapkan kondisi serta 

instrumen kebijakan negara (statecraft) yang digunakan. 

Dalam analisis perubahan kebijakan dilakukan secara sistematis 

dengan menelusuri elemen dari kebijakan yang mengalami transformasi. 
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Menurut Hermann, perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi secara 

bertahap dan memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda, mulai dari 

perubahan yang paling sederhana hingga perubahan yang paling mendasar 

(Hermann, 1990). Pada tingkat yang paling rendah, perubahan kebijakan luar 

negeri mengambil bentuk perubahan penyesuaian (adjustment changes). 

Perubahan ini terjadi ketika negara meningkatkan atau mengurangi intensitas 

upaya kebijakan dengan mempersempit dan memperluas cakupan sasaran 

kebijakan tanpa mengubah tujuan maupun instrumen dasarnya. Dalam 

perubahan penyesuaian, tindakan, cara melakukannya, serta tujuan yang 

hendak dicapai tetap sama yang berubah terletak pada skala pelaksanaannya 

(Hermann, 1990). Perubahan jenis ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan 

keyakinan pembuat kebijakan bahwa arah kebijakan yang ada masih tepat, 

meskipun membutuhkan koreksi operasional agar lebih efektif. Perubahan 

penyesuaian menunjukkan adanya proses pembelajaran terbatas, kegagalan 

kebijakan dipahami sebagai masalah implementasi bukan sebagai masalah 

desain kebijakan. 

Tingkat perubahan berikutnya adalah perubahan program (program 

changes) yang bersifat lebih mendalam karena melibatkan perubahan kualitatif 

dalam metode kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. 

Dalam hal ini, negara tetap mempertahankan definisi masalah dan tujuan 

kebijakan, tetapi mengganti cara atau sarana yang dianggap tidak lagi efektif 

(Hermann, 1990). Misalnya, pergeseran dari penggunaan kekuatan militer ke 

diplomasi, atau dari tekanan ekonomi ke kerja sama institusional, 

mencerminkan perubahan program. Asumsi yang mendasari perubahan ini 

adalah bahwa kegagalan kebijakan disebabkan oleh ketidaktepatan alat, bukan 

oleh tujuan itu sendiri. Perubahan program ini menandai tingkat pembelajaran 

yang lebih substansial dibandingkan perubahan penyesuaian, karena pembuat 

kebijakan mulai mempertanyakan efektivitas instrumen kebijakan yang 

digunakan (Hermann, 1990). 

Perubahan yang lebih mendasar terjadi pada tingkat perubahan masalah 

atau tujuan (problem/goalchanges). Pada tahap ini, pembuat kebijakan menilai 

ulang terhadap masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan yang ingin dicapai. 
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Masalah yang sebelumnya dianggap penting dapat ditinggalkan, atau tujuan 

kebijakan digantikan oleh tujuan baru yang dinilai lebih realistis dengan 

kepentingan nasional (Hermann, 1990). Perubahan jenis ini mencerminkan 

asumsi bahwa kegagalan kebijakan bukan kegagalan instrumen, melainkan 

kegagalan dalam perumusan tujuan.  

Tingkat perubahan yang paling ekstrem adalah perubahan orientasi 

internasional (international orientation changes). Perubahan ini tidak terbatas 

pada satu isu atau satu hubungan bilateral, melainkan mencakup pergeseran 

menyeluruh dalam peran, orientasi, dan pola keterlibatan negara dalam sistem 

internasional (Hermann, 1990). Dalam perubahan orientasi internasional, 

banyak kebijakan luar negeri berubah hampir berlangsung secara bersamaan 

karena negara mengadopsi pandangan baru mengenai posisinya di dunia 

internasional. Asumsi teoretis yang melekat pada jenis perubahan ini adalah 

bahwa negara mengalami krisis konseptual yang mendalam terkait identitas, 

peran global, atau strategi besarnya, sehingga diperlukan pengalihan arah 

kebijakan. Perubahan orientasi internasional relatif jarang terjadi dan biasanya 

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar seperti perang besar, perubahan 

rezim, atau transformasi struktural dalam sistem internasional. 

Untuk menjelaskan proses terjadinya perubahan tersebut, Hermann 

mengidentifikasi empat sumber utama perubahan kebijakan luar negeri, yaitu 

perubahan yang digerakkan oleh pemimpin (leader driven), advokasi birokrasi 

(bureaucratic advocacy), restrukturisasi domestik (domestic restructuring), 

dan guncangan eksternal (external shock). Perubahan yang digerakkan oleh 

pemimpin terjadi ketika seorang pembuat kebijakan berotoritas tinggi, posisi 

kepala pemerintahan secara aktif memaksakan visi baru mengenai arah 

kebijakan luar negeri. Asumsi yang mendasari sumber perubahan ini bahwa 

individu memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai agen perubahan, terutama 

ketika memiliki keyakinan kuat, kekuasaan politik, dan energi untuk mengatasi 

resistensi institusional (Hermann, 1990). 

Selanjutnya, sumber advokasi birokrasi memandang perubahan 

kebijakan luar negeri sebagai hasil dari inisiatif kelompok-kelompok tertentu 

dalam aparatur negara. Birokrasi sering dipersepsikan sebagai kekuatan yang 
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resisten terhadap perubahan, pejabat tingkat menengah justru sering berada 

pada posisi yang lebih baik untuk mendeteksi sinyal kegagalan kebijakan 

(Hermann, 1990). Kelompok-kelompok yang berada dalam satu lembaga 

maupun lintas lembaga dapat bertindak sebagai penggerak perubahan apabila 

mereka memiliki akses yang memadai kepada pengambil keputusan tingkat 

atas.  Sumber perubahan ini termasuk hasil dari dinamika organisasi dan 

persaingan antar-aktor dalam proses pengambilan keputusan. 

Sumber perubahan berikutnya, restrukturisasi domestik yang merujuk 

pada perubahan dalam komposisi, kepentingan, atau pandangan segmen-

segmen masyarakat dan elite politik yang menopang legitimasi pemerintahan. 

Kebijakan luar negeri bergantung pada dukungan politik domestik, sehingga 

perubahan dalam struktur kekuasaan atau preferensi elite dapat memicu 

pengalihan arah kebijakan (Hermann, 1990). Dalam konteks ini, perubahan 

kebijakan luar negeri termasuk gambaran dari perubahan keseimbangan 

kekuatan politik domestik, baik akibat perubahan sosial, krisis legitimasi, 

maupun transformasi rezim (Hermann, 1990). 

Sumber perubahan terakhir, yaitu guncangan eksternal. Sumber ini 

dihasilkan oleh peristiwa internasional yang bersifat dramatis, memiliki 

visibilitas tinggi, dan berdampak langsung terhadap negara yang bersangkutan. 

Berbeda dengan rangsangan eksternal yang rutin dan sering diabaikan, 

guncangan eksternal tidak dapat dengan mudah diserap oleh kebijakan yang 

ada dan memaksa pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan perubahan 

besar (Hermann, 1990). Guncangan eksternal juga dipahami sebagai bentuk 

umpan balik negatif yang kuat dengan memicu penyesuaian sistem kebijakan 

luar negeri untuk menghadapi perubahan lingkungan yang bersifat diskontinu. 

Sumber-sumber perubahan tersebut jarang bekerja secara terisolasi. 

Perubahan kebijakan luar negeri biasanya hadir sebagai hasil dari interaksi 

antara berbagai sumber perubahan, misalnya ketika guncangan eksternal 

membuka ruang bagi inisiatif pemimpin atau memperkuat posisi kelompok 

advokasi birokrasi. Kesamaan asumsi yang mendasari berbagai pendekatan 

bahwa perubahan kebijakan luar negeri hampir selalu dipicu oleh persepsi 

kegagalan kebijakan yang ada. Informasi mengenai kegagalan, baik yang 
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bersifat aktual maupun potensial memasuki sistem pengambilan keputusan dan 

mendorong proses pembelajaran, konflik politik, serta restrukturisasi 

preferensi (Hermann, 1990). Akhirnya, perubahan kebijakan luar negeri hanya 

dapat diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan pemerintah. Sumber-

sumber perubahan bekerja melalui mekanisme institusional yang dapat 

menghambat atau justru memfasilitasi perubahan. Oleh karena itu, analisis 

teoretis perubahan kebijakan luar negeri mampu menjelaskan informasi 

tentang kegagalan kebijakan masuk ke dalam proses pengambilan keputusan 

serta dalam kondisi tersebut mampu menghasilkan keputusan eksplisit untuk 

mengalihkan arah kebijakan luar negeri negara. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Pada bagian kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan isu 

dalam penelitian, yaitu perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era 

Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz. Ketika Rusia melakukan 

invasi pertama ke Ukraina pada tahun 2014, Kanselir Angela Merkel merespons 
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dengan kebijakan yang menekankan pendekatan diplomasi dan kerja sama 

multilateral dijalankan secara bertahap dan terkoordinasi melalui Uni Eropa, 

NATO, serta mitra transatlantik lainnya. Namun, ketika invasi kedua Rusia 

terjadi pada tahun 2022 dengan skala yang lebih besar memberi ancaman bagi 

keamanan Eropa, Kanselir Olaf Scholz memperkenalkan istilah Zeitenwende 

yang menandai perubahan orientasi kebijakan pertahanan Jerman. Perubahan 

ini terlihat dari pembentukan dana pertahanan khusus sebesar €100 miliar, 

dukungan militer untuk Ukraina, serta komitmen terhadap target belanja 

pertahanan NATO sebesar 2% dari PDB. Berdasarkan fenomena tersebut, 

peneliti akan mendeskripsikan kebijakan pertahanan di era dua pemerintahan 

kanselir menggunakan konsep kebijakan pertahanan. Selanjutnya, peneliti 

mengkaji perubahan kebijakan pertahanan Jerman menggunakan teori 

perubahan kebijakan luar negeri (Hermann, 1990) dengan menganalisis empat 

sumber perubahan mulai dari leader driven, bureaucratic advocacy, domestic 

restructuring, dan external schock dalam menjelaskan sumber yang lebih 

dominan menjadi penggerak perubahan. Kemudian, penelitian akan 

menganalisis posisi tingkat perubahan Jerman dalam membentuk kebijakan  

pertahanan tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan tipe penelitian 

kualitatif deskriptif.  Penelitian kualitatif dilakukan melalui kontak yang intens 

dan berkepanjangan dengan partisipan dalam lingkungan alami (naturalistik) 

untuk menyelidiki kehidupan sehari-hari atau kehidupan luar biasa dari 

individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi (Miles dkk., 2014). Dalam 

pendekatan ini, peneliti berperan untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh, sistemik, mencakup berbagai aspek, dan terintegrasi mengenai 

konteks yang diteliti, termasuk tatanan sosialnya, cara kerjanya, serta aturan-

aturan eksplisit dan implisit yang berlaku. Penggunaan instrumen yang 

distandarkan dalam pendekatan ini relatif sedikit yang disebabkan oleh peneliti 

itu sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan 

analisis data.  

Peneliti berupaya menangkap data mengenai persepsi partisipan dari 

sudut pandang internal melalui proses perhatian mendalam, pemahaman 

empatik, serta menangguhkan atau mengesampingkan prasangka terhadap topik 

yang dibahas (Miles dkk., 2014). Metode ini digunakan untuk menjelaskan 

perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke 

Kanselir Olaf Scholz dengan menggunakan konsep kebijakan pertahanan dan 

teori perubahan kebijakan luar negeri sebagai landasan analisis. Melalui teori 

ini, peneliti dapat menganalisis sumber yang lebih dominan mendorong     

perubahan kebijakan pertahanan serta menjelaskan posisi tingkat perubahan.
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3.2 Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan batasan dalam melakukan penelitian untuk 

menghindari objek peneletian yang meluas. Fokus peneliti menjelaskan 

perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke 

Kanselir Olaf Scholz tahun 2014–2024. Peneliti memilih tahun 2014 

disebabkan adanya pemicu invasi pertama Rusia ke Ukraina era kepemimpinan 

Kanselir Angela Merkel sampai masa jabatanya berakhir tahun 2021 dan tahun 

2024 mendekati periode akhir masa jabatan Kanselir Olaf Scholz Jerman yang 

kembali menghadapi ancaman keamanan akibat invasi berskala besar hingga 

menjadi perang Rusia-Ukraina sejak 2022. Dari rentang tahun tersebut, terjadi 

penyesuaian kebijakan pertahanan Jerman dalam merespon ancaman di 

Kawasan Eropa dengan komitmen menciptakan keamanan kolektif melalui 

kerja sama multilateral. 

 

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dianalisis didasarkan 

pada observasi, wawancara, dokumen, dan artefak (Miles dkk., 2014). Menurut 

Craswell 2014 dokumen kualitatif dapat berupa dokumen publik, seperti surat 

kabar, notulen rapat, dan laporan resmi serta dokumen pribadi, misalnya jurnal, 

buku harian pribadi, surat, email (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan 

melalui penelusuran berbagai sumber sekunder yang relevan, antara lain: 

1. Dokumen resmi pemerintahan Jerman, seperti White Paper on German 

Security Policy and the Future of the Bundeswehr (2006 dan 2016) dan 

National Security Strategy (2023). 

2. Laporan lembaga internasional, seperti The Military Balance dari IISS 

(2006–2025), laporan SIPRI, serta dokumen resmi NATO. 

3. Sumber daring, seperti web resmi pemerintah Jerman, web resmi 

NATO, web resmi Uni Eropa, dan artikel penelitian dari database 

kredibel, termasuk JSTOR, Springer Nature, Taylor & Francis, Cogitatio 

Press, Dergipark Akademik, ResearchGate, dan lain sebagainya. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles, 

Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah proses analisis dalam penelitian kualitatif 

yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, dan 

transformasi data dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, 

transkrip wawancara, atau dokumen agar menjadi lebih terarah dan 

bermakna (Miles dkk., 2014). Proses ini berlangsung terus-menerus 

sejak tahap perencanaan penelitian hingga penyusunan laporan akhir, 

termasuk saat menentukan kerangka konseptual, melakukan 

pengkodean, mengembangkan tema, dan menulis memo analitik. Tujuan 

utama kondensasi data adalah memperkuat dan menajamkan data tanpa 

menguranginya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang jelas 

dan terverifikasi (Miles dkk., 2014). Kondensasi tidak selalu berarti 

mengubah data menjadi angka, tetapi bisa dilakukan melalui ringkasan, 

parafrase, atau pengelompokan ke dalam pola-pola yang lebih besar 

sesuai konteks penelitian. 

Pada tahap kondensasi data, peneliti mulai dengan 

mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan, seperti pidato resmi 

para pemimpin Jerman, dokumen kebijakan luar negeri dan pertahanan 

(Buku putih pertahanan tahun 2006 dan 2016 serta National Security 

Strategy 2023), laporan lembaga maupun organisasi internasional 

seperti NATO, kajian literatur dari jurnal akademik dan berita 

internasional. Dari data tersebut, peneliti melakukan proses seleksi 

dengan memfokuskan hanya pada informasi yang berkaitan dengan 

kebijakan pertahanan Jerman pada dua masa kepemimpinan tersebut. 

Selanjutnya, data disederhanakan melalui proses pengkodean tematik 

berdasarkan isu-isu utama, seperti anggaran pertahanan dan pengadaan 

alutsista, peran bundeswehr, serta kerja sama pertahanan untuk 

menganalisis pendekatan kebijakan pertahanan yang dilakukan era 

Kanselir Angela Merkel dan Kanselir Olaf Scholz. Peneliti juga 
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membuat catatan atau memo analitis untuk mendokumentasikan 

pemikiran awal, dugaan sementara, serta keterkaitan antardata. Tahapan 

ini untuk menyaring data yang luas menjadi bagian-bagian yang lebih 

terarah dan siap dianalisis lebih dalam. 

 

2. Penyajian Data 

Tampilan data (data display) adalah proses menyusun dan 

menyajikan informasi secara terorganisasi dan ringkas agar peneliti 

dapat memahami pola, menarik kesimpulan, serta menentukan langkah 

analisis selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, tampilan data 

membantu mengatasi keterbatasan teks panjang yang sulit diolah karena 

terlalu besar, tidak terstruktur, dan dapat menimbulkan kesimpulan yang 

bias atau terburu-buru. Bentuk tampilan dapat berupa matriks, grafik, 

bagan, atau jaringan yang menyajikan data secara jelas dan mudah 

diakses. Seperti halnya kondensasi data, pembuatan tampilan juga 

termasuk bagian dari analisis karena melibatkan keputusan analitis 

dalam memilih, mengatur, dan menafsirkan data (Miles dkk., 2013). 

Oleh karena itu, tampilan data yang baik akan memperkuat kualitas 

analisis kualitatif dan membantu peneliti memahami secara mendalam 

yang sebenarnya ditunjukkan oleh data. 

Pada penelitian ini, peneliti menampilkan data berbentuk tabel 

dan grafik untuk menjelaskan peningkatan anggaran pertahanan, 

kontribusi PDB Jerman terhadap keamanan kolektif NATO, dan 

pengadaan serta pengembangan sistem persenjataan. Dengan penyajian 

data, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola penting, melihat 

keterkaitan terhadap ancaman yang berlangsung, serta mengenali 

perubahan orientasi kebijakan secara lebih jelas. Penyajian mendukung 

analisis dengan menjadi alat refleksi untuk mengevaluasi kembali data 

yang dikumpulkan cukup atau tidak dalam mewakili fenomena yang 

diteliti. 
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3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Menarik dan memverifikasi kesimpulan sebagai tahap akhir 

dalam analisis data kualitatif yang berlangsung sejak awal pengumpulan 

data hingga penelitian selesai. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan 

makna data dengan mencari pola, hubungan sebab-akibat, dan 

penjelasan relevan yang secara bertahap membangun kesimpulan yang 

semakin jelas dan teruji (Miles dkk., 2013). Proses verifikasi dilakukan 

untuk memastikan validitas temuan, baik melalui refleksi pribadi, 

pemeriksaan ulang data, diskusi dengan rekan sejawat, maupun replikasi 

hasil pada data lain (Miles dkk., 2013). Penarikan dan verifikasi 

kesimpulan tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan 

kondensasi dan tampilan data dalam siklus analisis yang terus berulang. 

Melalui proses ini, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang 

kredibel, mendalam, bermakna, dan pemahaman tentang fenomena yang 

diteliti. 

Pada tahap ini peneliti menafsirkan makna dari data yang telah 

dikondensasi dan ditampilkan. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa telah terjadi perubahan dalam kebijakan pertahanan Jerman, dari 

pendekatan yang cenderung mengedepankan diplomasi dan 

memperkuat keamanan kolektif bersama NATO serta Uni Eropa menuju 

pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis kekuatan militer kolektif di 

era Scholz. Kesimpulan ini diverifikasi melalui sumber kredibel dengan 

membandingkan data dari dokumen resmi, laporan media, dan kajian 

ilmiah. Peneliti juga melakukan validasi melalui refleksi terhadap 

konteks politik dan keamanan regional untuk memastikan bahwa 

interpretasi yang diambil tidak bersifat sepihak. Kesimpulan ditarik 

dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor 

lain yang turut memengaruhi perubahan kebijakan, sehingga hasil 

analisis tetap terbuka terhadap revisi dan pengayaan lebih lanjut. 
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Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana (2014) 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 melalui aneksasi Krimea 

menjadi awal penyesuaian kebijakan pertahanan Jerman pada era Kanselir 

Angela Merkel. Sebelum peristiwa tersebut, kebijakan pertahanan terikat 

culture of restraint pasca perang dunia kedua yang membatasi penggunaan 

kekuatan militer dengan mengedapankan diplomasi dan kerja sama multilateral. 

Bundeswehr lebih diarahkan pada misi manajemen krisis internasional, operasi 

penjaga perdamaian, stabilisasi, dan kontribusi dalam kerangka NATO, Uni 

Eropa, serta PBB, bukan pada pembangunan kekuatan militer besar untuk 

menghadapi perang konvensional di Eropa. Setelah aneksasi Krimea, Jerman 

mulai melihat Rusia sebagai ancaman terhadap tatanan keamanan Eropa. 

Namun, respons kebijakan pertahanan pada masa Merkel masih bersifat terbatas 

dan bertahap. Jerman mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, terlibat 

dalam diplomasi melalui proses Normandy Format yang menghasilkan 

perjanjian Minsk, memperkuat kontribusi dalam NATO, mendukung Readiness 

Action Plan, serta berpartisipasi dalam enhanced Forward Presence di 

Lithuania. Kebijakan pertahanan Jerman pada era Kanselir Angela Merkel 

menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan lingkungan keamanan, tetapi 

belum sampai pada perubahan strategis karena Jerman tetap mengutamakan 

diplomasi dan koordinasi multilateral bersama Uni Eropa dan NATO. 

Perubahan yang lebih besar terjadi setelah invasi penuh Rusia ke 

Ukraina pada 24 Februari 2022 pada era Kanselir Olaf Scholz. Invasi ini 

menjadi guncangan eksternal yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2014 

yang memperlihatkan bahwa perang konvensional berskala besar di Eropa akan 

kembali terjadi dan pendekatan lama Jerman terhadap Rusia tidak lagi 
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memadai. Dalam merespons situasi tersebut, Scholz menyampaikan istilah 

Zeitenwende dalam pidatonya pada 27 Februari 2022 yang berarti titik balik 

kebijakan luar negeri dan pertahanan Jerman. Perubahan dari pendekatan 

pertahanan yang sebelumnya berorientasi pada manajemen krisis menuju fokus 

pada deterrence dan kesiapan perang intensitas tinggi. Kanselir Olaf Scholz 

mengumumkan pembentukan dana khusus pertahanan sebesar €100 miliar 

untuk modernisasi Bundeswehr, peningkatan anggaran pertahanan menuju 

target NATO sebesar 2% dari PDB, pengiriman senjata kepada Ukraina, 

pengadaan alutsista modern seperti F-35A, Eurofighter, CH-47F Chinook, 

Arrow 3, IRIS-T SLM, Patriot, penguatan sistem pertahanan udara melalui 

ESSI (European Sky Shield Initiative), dan restrukturisasi Bundeswehr agar 

lebih siap menjalankan pertahanan nasional dan pertahanan kolektif NATO 

diarahkan pada kemampuan bertempur atau warfighting capability. Jika pada 

era Kanselir Angela Merkel perubahan masih berupa adaptasi terbatas, maka 

pada era Scholz perubahan kebijakan pertahanan Jerman berkembang menjadi 

perubahan strategis terutama pada kekuatan militer yang bersiap untuk perang. 

Berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri Charles F. Hermann, 

perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Merkel ke era Scholz terutama 

didorong oleh external shock, yaitu invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. 

Rusia menyerang telah Ukraina dari berbagai arah dengan menargetkan kota-

kota besar, infrastruktur strategis, pusat pemerintahan, dan wilayah sipil yang 

menyebabkan ketidakstabilan keamanan Eropa. Sebagai negara besar dengan 

perekonomian tertinggi di kawasan, Jerman sebagai guarantor of European, 

yaitu aktor yang menjamin keamanan Eropa dan tidak bergantung kepada 

Amerika.  Jerman harus menjadi penjamin keamanan Eropa yang diharapkan 

sekutunya, dengan ukuran, posisi geografis, kekuatan ekonomi, dan bobot 

politik Jerman membuat negara tersebut menjadi leading power termasuk dalam 

ranah militer.  

Namun, dalam proses pembentukan kebijakan, faktor leader driven 

change juga memiliki peran penting. Pada era Kanselir Angela Merkel, 

kepemimpinan yang teliti, kooperatif, dan berorientasi pada konsensus 

membuat respons Jerman terhadap invasi 2014 lebih banyak diarahkan pada 
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diplomasi, sanksi, dan penguatan NATO secara terbatas. Era Kanselir Olaf 

Scholz, kepemimpinan Kanselir berperan dalam membingkai invasi Rusia 

sebagai titik balik historis yang menuntut perubahan besar dalam kebijakan 

pertahanan Jerman. Scholz menggunakan momentum krisis untuk mendorong 

kebijakan yang sebelumnya sulit diterima dalam tradisi politik Jerman, seperti 

pengiriman senjata ke wilayah konflik, peningkatan drastis anggaran 

pertahanan, dan modernisasi besar-besaran Bundeswehr. Untuk sumber 

bureaucratic advocacy dan domestic restructuring lebih bersifat pendukung. 

Kementerian Pertahanan dan Bundeswehr berperan dalam menerjemahkan 

ancaman Rusia ke dalam kebutuhan teknis seperti modernisasi alutsista, 

peningkatan kesiapan tempur, dan reformasi doktrin pertahanan. Sementara itu, 

restrukturisasi domestik terlihat dari meningkatnya dukungan parlemen dan 

elite politik terhadap dana khusus pertahanan, peningkatan anggaran, serta 

reorganisasi Bundeswehr.  

Dengan demikian, perubahan kebijakan pertahanan Jerman dipicu oleh 

external shock dengan arah, bentuk, dan implementasi kebijakannya sangat 

dipengaruhi oleh peran pemimpin, terutama melalui Keputusan Kanselir Olaf 

Scholz dalam mendorong Zeitenwende. Kebijakan pertahanan Jerman pasca-

Zeitenwende berada pada tingkat program and goal changes. Hal ini 

ditunjukkan melalui perubahan instrumen kebijakan dari diplomasi dan 

penolakan bantuan militer menjadi pengiriman senjata langsung kepada 

Ukraina, mulai dari senjata anti-tank, rudal Stinger, Gepard, hingga Leopard 2. 

Pada saat yang sama, tujuan kebijakan Jerman juga bergeser dari penghindaran 

eskalasi menuju dukungan aktif terhadap pertahanan Ukraina dan penguatan 

keamanan Eropa. Jerman mulai bergeser dari negara yang membatasi 

penggunaan kekuatan militer menuju aktor penjamin keamanan Eropa yang 

lebih aktif melalui peningkatan anggaran pertahanan, modernisasi Bundeswehr, 

penguatan deterrence, dan dukungan militer kepada Ukraina. 

 

5.2 Saran 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai 

implementasi kebijakan Zeitenwende setelah masa pemerintahan Olaf Scholz, 
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terutama untuk melihat sejauh mana peningkatan anggaran pertahanan, 

modernisasi Bundeswehr, dan pengadaan alutsista benar-benar berhasil 

meningkatkan kesiapan militer Jerman. Selain itu, peneliti berikutnya dapat 

menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan 

pertahanan Jerman dengan negara Eropa lain, seperti Prancis, Polandia, Inggris, 

atau negara-negara Baltik dalam merespons perang Rusia-Ukraina. 

Perbandingan ini dapat membantu menjelaskan apakah perubahan kebijakan 

pertahanan Jerman termasuk fenomena khusus Jerman atau bagian dari 

perubahan lebih luas dalam keamanan Eropa. Penelitian selanjutnya juga 

disarankan untuk lebih mendalami aspek industri pertahanan Jerman dan Eropa, 

terutama terkait peningkatan produksi senjata, kerja sama pertahanan Eropa, 

serta proyek-proyek seperti European Sky Shield Initiative, Future Combat Air 

System (FCAS), dan Main Ground Combat System (MGCS). Fokus ini dapat 

memperluas kajian karena perubahan pertahanan Jerman menyangkut 

kebijakan luar negeri dan militer yang berkaitan dengan kapasitas industri, 

teknologi, dan kemandirian strategis Eropa. 
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